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Partai Pendukung Pemerintah Diminta
Dorong Pengesahan RUU Jabatan Hakim

[JAKARTA| Masa bakti
anggota DPR periode 2014-
2019 akan berakhir dalam
waktu hitungan bulan lagi.
Namun, terdapat sejumlah
tugas legislasi yang menjadi
pekerjaan rumah para Wakil
Rakyat. Salah satu produk
legislasi DPR yang mende-
sak untuk disahkan pada
Masa Sidang V DPR yang
akan berakhir pada 25 Juli
2019 itu, yakni RUU Jabatan
Hakim. RUU ini merupakan
salah satu RUU inisiatif DPR
dan masuk dalam Program
Legislasi Nasional
(Prolegnas) prioritas.

Mantan Wakil Ketua
Komisi III' DPR Benny K
Harman mengatakan, pem-
bahasan RUU Jabatan
Hakim telah mencapai ta-
hap akhir. Benny optimisitis
RUU Jabatan Hakim dapat
segera disahkan dengan
syarat partai-partai politik
di DPR yang mayoritas me-
rupakan pendukung peme-
rintahan Jokowi-JK turut
mendorong pengesahaan
RUU ini. -

"Jangankan tiga bulan,
sebulan pun bisa. Kalau dia
punya kemauan gampang.
Semua partai politik mayo-
ritas di dewan adalah pen-
dukung Pak Jokowi. Yang
saya takut adalah mereka ti-
dak paham tentang penting-

H. CHOLIDUL AZHAR,
S.H. M.Hum

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Calon hakim agung Cholidul Azhar mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi Il
DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5). Komisi Hll melakukan uji kelayakan dan ke-
patutan calon hakim agung terhadap empat orang calon, yaitu Cholidul Azhar dari kamar agama,
Sartono dari kamar tata usaha negara, serta Matheus Samiaji dan Ridwan Mansyur dari kamar per-

data.

nya ini," kata Benny dalam
diskusi 'Politik Hukum
Peradilan Indonesia dalam
RUU Jabatan Hakim' di
Jakarta, Senin (20/5).
Politisi Partai Demorat
ini menekankan pentingnya
RUU ini dalam memperku-
at kehakiman untuk meng-
hasilkan hakim yang profe-
sional dan berintegritas.
Menurutnya, menggodok
RUU Jabatan Hakim men-

jadi UU sebenarnya hal
yang mudah. Hanya saja,
Benny menyebut, pemerin-
tah dan partai pendukung-
nya tidak memiliki komit-
men untuk menuntaskan
RUU ini.

Mereduksi

Sukma Violetta, Ketua
Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi Komisi
Yudisial, berharap RUU

Jabatan Hakim mengatur
mengenai pengawasan hak.
Selama ini, kata Sukma
pengawasan terhadap ha-
kim tumpang-tindih antara
yang dilakukan KY dan
MA.

"Kami berharap dalam
rancangan UU jabatan ha-
kim, agar jangan ada lagi
tumpang tindih," katanya.

Sukma mengatakan, saat
ini, MA tidak hanya mena-

ngani perkara atau yang ber-
kaitan dengan yudisial.
Lebih dari itu, MA juga di-
bebani untuk mengurus
sumber daya hakim, admi-
nistrasi, perekrutan hingga
pengawasan. Dengan ada-
nya RUU Jabatan Hakim,
Sukma berharap terjadinya
shared responsibility dalam
pembinaan dan pengawasan
hakim antara KY dan MA.
KY tidak lagi hanya menjadi
pemasok informasi, tapi juga
memiliki posisi yang setara
dengan MA dalam memberi-
kan keputusan yang berkait-
an dengan hakim.

Menurutnya, akuntabili-
tas peradilan berbicara me-
ngenai partisipasi dan trans-
paransi. Akuntabilitas, dite-
kankan Sukma untuk mem-
perkuat integritas hakim
yang saat ini terpuruk de-
ngan banyaknya hakim
yang dijerat Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK).

"Kemudian juga soal
transparansi. Itu yang kami
harapkan benar-benar ada
dalam RUU Jabatan Hakim
untuk menunjukkan bahwa
akuntabilitas peradilan me-
mang menjadi penyeim-
bang dari independensi per-
adilan yang sudah berlang-
sung selama 20 tahun, tapi
juga kita lihat OTT nya pa-

ling banyak dibanding pe-
negak hukum," katanya.

Sementara itu, Peneliti
Pusat Kajian Antikorupsi
Universitas Gadjah Mada
(Pukat-UGM), Zainal Arifin
Mochtar menekankan pen-
tingnya RUU Jabatan
Hakim. Menurutnya, keku-
asaan kehakiman nyaris tak
banyak dirinci dalam pera-
turan perundang-undangan
dibanding penyelenggara
negara lainnya. Namun,
Zainal mengakui, Indonesia
belum memiliki cetak biru
rekrutmen hakim. Persoalan
lainnya mengenai pihak
yang mengawasi hakim.
Menurut UU, Komisi
Yudisial ditugaskan untuk
mengawasi hakim meski
kewenangannya dibatasi
hanya menyangkut etika
dan perilaku hakim. Selain
itu, fungsi pengawasan K'Y
ini tumpang tindih dengan
pengawasan yang dilakukan
oleh MA.

"Harus diatur detil.
Bagaimana peran Komisi
Yudisial sampai di mana,
karema masih ada peran da-
ri lembaga yang jadi induk-
nya," katanya.

Zainal mengatakan,
aturan mengenai peran MA
dan KY dapat mengguna-
kan pola peran main dan
supporting. [F-5]



